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Abstrak
Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme 
di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian 
ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. 
Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan 
penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih 
rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi 
kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap 
isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis 
minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan 
pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), penulis melihat 
bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik 
dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi 
pemilih rasional. Pemilih rasional (rational choice), menentukan pilihan 
berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (maximizing benefit). 
Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track 
record kandidat.
Kata kunci: SARA, Politisasi, Rational Choice

Pendahuluan

Perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada 
ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara 
maupun loyalis agama. Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan 
modern dengan memunculkan istilah “politisasi agama” (politicization 
of religion) yang ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional-
internasional. Semua itu merupakan bentuk penguatan identitas socio-

1 Tulisan ini merupakan kesimpulan besar dari buku “Demokrasi, Pemilu dan Isu 
SARA” (Jakarta: Pensil 324, 2014) yang dibukukan dari karya akademik magister peneliti.
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religious. Penguatan identitas socio-religious sudah ada sejak manusia 
mulai berinteraksi dengan lainnya. Kerangka kajian tentang politisasi 
agama awalnya bermuara dari perdebatan klasik antara agama (al-din) 
dan negara (al-daulah) dalam kajian politik Islam (al-islam al-shiyasiy atau 
siyasah syar’iyyah) yang terus berkembang sampai saat ini. 

Hal ini semakin jelas pada masa transisi politik multikultural yang 
telah memperkuat paradigma etnosentrisme politik—menggunakan 
pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sebagai tolok ukur untuk 
menilai kelompok lain. Munculnya gerakan etnosentrisme di Indonesia 
paling nampak bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia dari tangan 
penjajah. Bentuk dari etnosentrisme tersebut dengan munculnya gerakan 
islamisasi dan kristenisasi.2 Akhir pemerintahan Orde Baru menjelang 
transisi reformasi, gerakan islamisasi telah melahirkan ketegangan antara 
masyarakat Muslim dan Kristen. Ketegangan itu terjadi karena adanya 
diskriminasi pemerintahan Soeharto terhadap masyarakat Kristen dengan 
adanya upaya peminggiran daripada kelompok Muslim. Hal ini terlihat 
dengan didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 
secara tidak langsung mempunyai afiliasi dengan penguasa Orde Baru.3    

Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, memberi kesempatan 
dan peluang terhadap hadirnya dinamika kultur politik yang kembali 
memainkan peran masyarakat sipil (civil society) sebagai ujung tombak 
perubahan politik di Indonesia. Keterbukaan ruang politik civil society 
melalui hak kesamaan atas berserikat yang merupakan amanat Undang-
undang Dasar 1945 dan bentuk dari demokrasi partisipatoris. Akan tetapi, 
peran tersebut masih dimaknai sebatas menggalang “kekuatan” dalam 
berpolitik. Oleh karena itu menjadikan perilaku “tarik ulur” kepentingan 
politik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan 
kelompok dengan kelompok lainnya, dengan menggunakan media atau 
alat yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menduduki kekuasaan 
politik.

Salah satu media atau alat politik yang diasumsikan mempunyai 
kekuatan (power) di tengah heterogenitas masyarakat adalah menonjolkan 
paradigma primordialisme.4 Yehouda memberikan penjelasan bahwa 

2 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia (New York: 
Cambridge University Press, 2004), 146.

3 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict, 146.
4 Isu agama sering dibicarakan daripada komponen SARA lainnya dengan lahirnya 

istilah “politisasi agama” (politicization of religion). Apalagi di daerah-daerah yang dibilang 
religius, peran agama mampu menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Clifford Geertz 
sendiri menemukan definisi yang otentik terhadap agama karena melakukan penelitian di 
Jawa. Menurut Geertz agama dimaknai sebagai simbol yang berperan untuk membangun 
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primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang 
teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-
istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam 
lingkungan pertamanya.5 Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi 
untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini 
dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, 
yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang 
budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain 
dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah 
tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging 
(internalized value) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung 
dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Terdapat 
dua jenis etnosentris yaitu: pertama, etnosentris fleksibel yakni suatu sikap 
yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan 
sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. 
Kedua, etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat 
subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain. Bagian 
kedua ini lebih mengarah pada lahirnya isu SARA.

Isu SARA dalam kehidupan masyarakat multi-religius, menempati 
diferensiasi politik yang menyediakan isu agama dan etnik pada tempat 
yang lebih sempit, tetapi jelas dalam sistem sosiokultural.6 Aktualisasi 
agama—term yang khusus dari isu SARA—dan politik sudah terjadi 
sejak masa klasik sampai pada post-modern, bahkan sampai sekarang 
dengan diskursus yang berbeda.7 Gerakan post-modern lahir pada tahun 

suasana yang kuat, pervasif dan tahan lama dalam diri manusia dengan cara merumuskan 
konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membukus konsepsi-konsepsi itu dengan 
fakta. Lihat Daniel L. Pals, Eight Theories of Religion (Lahore: Oxford University Press, 1996), 
414. Robert memberikan ilustrasi bahwa, agama dapat dipolitisir manjadi pembunuh 
ideologi pembunuh dan agama “virtual” lihat, Robert C. Trundle, “America’s Religion 
Versus Religion in America: A Philosophic Profile,” Journal for the Study of Religions and 
Ideologies, vol. 11, issue 33 (2012): 3-20.

5 Yehouda A. Shenhav, The Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, 
and Ethnicity (California: Stanford University Press, 2006), 145.

6 Uta Gerhardt, The Social Thought of Talcott Parsons: Methodology and American Ethos 
(USA: Ashgate Publishing Ltd, 2011), 56.

7 Perdebatan tersebut bermula dari perdebatan hubungan agama (religius) dan 
negara (state) yang melahirkan tiga golongan: sekulerisme, simbiotisme dan integralistik. 
Hal ini mengalami tranformasi perdebatan tidak lagi dalam perdebatan identitas 
kenegaraan, tapi sudah masuk dalam perdebatan kekuatan atau kelemahan agama dalam 
menjadi “jargon” politik, atau lebih dikenal dengan politisasi agama. Kondisi atau corak 
komunikasi politik tersebut juga terjadi di negara religious-sekuler, antara lain; Sudan, 
India, Amerika, Malaysia dan lain-lain. Lihat Matthew Kustenbauder, “The Politicization 
Of Religious Identity In Sudan, With Special Reference to Oral Histories of Thesudanese 
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1960-an, sebagai respon terhadap kekecewaan janji-janji gerakan modern 
yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan bersama. Gerakan post-
modern dengan konkret menunjukan adanya kepanikan terhadap gerakan 
modern dengan menggelar aksi di St. Louis, Amerika Serikat. Post-
modern membantah tentang superioritas masa kini atas masa lampau. 
Karena itulah gerakan post-modern kembali membangkitkan relevansi 
nilai-nilai tradisional suci (keagamaan) terhadap kehidupan manusia. 
Gerakan modernis selama ini tidak menganggap adanya relevansi nilai-
nilai tradisional suci dalam dinamika kehidupan yang terjadi. Bangkitnya 
relevansi keagamaan di ruang publik melahirkan kembali gerakan-
gerakan islamisme di beberapa negara Muslim.8 

Pada akhir abad 20, yang ditandai dengan berakhirnya kolonialisme 
Barat, di negara-negara Muslim (Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, 
Malaysia, Indonesia dan Aljazair), mengalami kesulitan dengan lahirnya 
kembali gerakan-gerakan islamisme dalam sistem kenegaraan sebagai 
bentuk kuatnya ideologi pergerakan politik Islam. Lahirnya kembali 
gerakan islamisme,  membangkitkan kembali konsep-konsep tentang 
radikalisme yang berujung pada konflik politik antara loyalis Islam 
(otoritas agama) dengan loyalis negara (otoritas negara). Dari fenomena 
tersebut, terbangunlah kajian yang sistematik antara isu SARA dan politik 
yang terus berkembang sampai saat ini dengan adanya transformasi ke 
arah dinamika isu kontemporer.9

Diskursus agama dan politik tidak hanya terjadi pada penentuan 
konstitusi negara (state constitution)10 atau untuk menentukan paradigma 
hubungan agama dan negara dalam konteks sekularistik, integralistik dan 

Diaspora In America,” International Studies in Religion and Society Journal, vol. 15 (2012): 397-
424, http://dash.harvard.edu/handle/1/10125934 (diakses: 30 April, 2013, 11:38 PM).

8 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: 
Mizan, 1999), 50-51.

9 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di 
Indonesia (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina dan LSI, 2009), 2-3.

10 Dalam kejian politik Islam, konsepsi negara mengalami perdebatan yang sangat 
panjang. Perdebatan konsepsi negara (daulah) yang dibangun Nabi Muhammad beserta 
Muhajjirin di Madinah. Sebagain ada yang mengartikan, bahwa konsep negara yang 
didirikan Nabi Muhammad merupakan bentu konsep daulah sebagai state, tapi ada juga 
yang berpendapat bahwa daulah yang dibangunan Nabi Muhammad tersebut tidak seperti 
halnya negara pada masa sekarang, karena belum adanya kosntitusi, perundang-undangan, 
ketatapan hukum dan masih mengacu pada pendapat Nabi Muhammad sebagai ulil amri, 
istilah yang paling tepat adalah ”chiefdom”. Salah satu ciri umum chiefdom adalah adanya 
pusat peribadatan dan upacara permanen yang menjadi titik pusat kegiatan sosial dan 
politik warganya. Jumlah populasi penduduknya pada waktu itu berkisar 5.000 jiwa. Baca 
Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 
59.
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simbiotik. Akan tetapi dalam kajian politik Islam kontemporer, diskursus 
agama dan politik lebih pada konteks isu primordialisme yang terjadi dalam 
setiap kepentingan politik.11 Bassam Tibi dalam bukunya The Challenge of 
Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder mempunyai 
kerangka sudut pandang yang negatif dalam memaknai isu primordialisme 
di ruang publik. Tibi mewacanakan bahwa, isu primordialisme dalam 
politik hanya upaya memanipulasi pemahaman atau pengetahuan 
keagamaan. Lalu dari pemahaman tersebut diekspresikan dalam bentuk 
propaganda, indoktrinisasi, kampanye dan sosialisasi untuk membentuk 
pemahaman sebagai ajaran agama atau bentuk dari nilai-nilai keetnisan.12

Penguatan isu SARA di ruang publik, tidak bisa dilepaskan dari 
tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan dan keetnisan. 
Pengaruh konsesus tersebut sebagai upaya memasukkan kepentingan 
fanatis primordialisme ke arah agenda politik guna memengaruhi opini 
dan konsepsi masyarakat.13 Muhammad Sai’d al Asmawi dalam al-Islam 
al-Shiyasi mengatakan bahwa, sebagian manusia menghendaki agama 
menjadi kekuatan politik, sedangkan Allah hanya menempatkan Islam 
sebagai agama (al-din).14 Dalam konteks ini, al Asmawi memberikan 
sebuah pandangan bahwa, agama dalam praksisnya bersifat universal 
bukan parsial untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuatan 
kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi pada diskursus politik Islam dalam 
sistem khalifah pasca meninggalnya Nabi Muhammad.15

Dalam sejarah politik Islam, perilaku politik yang mengarah pada 
isu SARA sudah terjadi sejak awal perkembangan Islam (sadrul islam). 
Para raja (imamah) dan khalifah berusaha mempertahankan kekuasaannya 
dengan berbagai cara. Salah satunya cara yang sering digunakan adalah 
menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan Hadits secara politis sesuai dengan 
kepentingan politiknya. Di antaranya adalah ayat yang berbunyi “taatlah 
kepada Allah dan para penguasa di antara kalian”. Para ahli tafsir menyebutkan 
bahwa, penguasa atau pemimpin harus dipatuhi apa dan bagaimana 

11 Ahmed Vaezi, “Syi’ah Political Thought “, dalam Ali Syahab, Agama Politik:  Nalar 
Politik Islam (Jakarta: Citra, 2006), 7. Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam 
Beragama (Bandung: Mizan, 1999), 43.

12 Definisi tersebut sama halnya kalau diterapkan pada term yang luas yaitu SARA. 
Baca Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder 
(London: Universty Of California Press, 1998), 35. Lihat Bassam Tibi, “The Politicization 
of Islam and Islamism in the Context of Global Religious Fundamentalism,” Journal of 
theMiddle East and Africa, Vol. 1 (Oktober 2011): 153-170.

13 Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism, 35.
14 “arâdallâhu li al-Islâmi an yakûna dînan, wa arâda bihi al-nâs an yakûna siyâsatan”
15 Muhammad Said al-Asymawi, Al-Islâm al-Siyâsî (Lebanon: Sina lil-Nashr; al-

Tabah, 1987), 54.
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pun cara mereka memimpin. Ayat ini kemudian oleh para kritikus tafsir 
disebut “ayat al-umara” (ayatnya para penguasa). Di samping politisasi 
tafsir ayat al-umara, juga terjadi sentimen etnis (kabilah atau bani) antara 
Bani Quraisy, Bani Kalb, Bani Hanifah dan Bani Amir bin Sha’sha’ah atau 
antara kabilah muhajirin dengan anshar dalam bidang ekonomi (tijarah 
atau ghanimah), politik dan sosial-budaya.16

Dari situlah timbul perpecahan di antara kelompok (kabilah) satu 
dengan lainnya. Kepentingan tersebut hanya untuk mempertahankan 
kepentingan politik masing-masing kabilah. Para elit politik di ranah 
kekhalifahan tidak lagi mempertimbangan realita sosio-politik, bahwa 
Islam adalah agama yang multiinterpretatif, dengan memberikan 
ruang pada tafsir lainnya untuk memberikan penafsiran secara luas (a 
polyinterpretable religion) terhadap suatu problem yang terjadi di antara 
kabilah.17

Perkembangan isu etnis dan agama dalam nuansa politik di Indonesia 
mengalami empat fase yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan 
kondisi sosio-kultural dan kepentingan politik antara masa ke masa, yaitu: 
pra-kemerdekaan (Hindu-Budha, Hindia-Belanda dan Jepang), transisi 
kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Reformasi. Perkembangan dinamika 
politik di Indonesia, tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik yang 
berbeda antarmasa ke masa. Juga adanya pengaruh antarkelas sosial, yaitu; 
santri dan abangan, atau priyayi dan abangan. Lebih signifikan lagi antara 
Muslim pribumi dengan penjajah. Gejolak politik yang terus mengalami 
perubahan antara penjajah dengan pribumi, antara Islam dengan Kristen 
dan gejolak masa penjajahan yang cukup panjang, berimplementasi pada 
perubahan kehidupan politik secara menyeluruh.18

16 http://www.sunanampel.ac.id/en/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=346%3Ahubungan-antara-politik-dan-agama&catid=1%3Alatest-news&lang=en 
(diakses 30 Maret, 2012, 17:13 PM). Politisasi agama juga berkembang dari masa permulaan 
Islam sampai pada post-modern. Dimana setiap perilaku politik yang berhubungan dengan 
adanya upaya untuk memobilisasi massa, maka agama menjadi jargon untuk melegitimasi 
komunikasi politiknya. Dalam penelitian terbaru, politisasi agama juga terjadi pada 
Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kebijakan politik pemerintahan Amerika Serikat, 
menjauhkan sistem pemerintahan dengan agama (sekuler).

17 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, 5.
18 Pengaruh agama dan politik dalam sejarah bangsa Indonesia juga tidak jauh 

dengan dari pengaruh pemikiran Timur Tengah. Pengeruh agama dan politik mengalami 
pergeseran fungsi, kalau pada era pra dan pasca kemerdekaan, pengaruh agama dan 
politik masuk dalam ranah untuk menentukan status negara pasca kemerdekaan 1945. 
Akan tetapi, perdebatan agama dan politik semakin bergeser sampai pada lahinya istilah 
politisasi agama.



393Politisasi Agama di Ruang Publik

Walaupun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi semua 
kebijakan politiknya tidak bisa lepas dari aspirasi rakyat Muslim dan 
mayoritas keetnisan, misalnya: etnis Jawa. Aspirasi rakyat muslim terlihat 
dalam gerakan solidaritas saat terjadinya konflik politik di negara-negara 
Islam (Afganistan, Syiria, Iran, Irak dan lain-lain) yang melibatkan 
intervensi negara-negara Barat. Aksi itu berbentuk demontrasi di kedutaan 
negara yang bersangkutan di Jakarta, bakar bendera negara, memblokir 
jalan, memboikot produk-produk luar negeri dan semacamnya.

Singkatnya, para pakar sejarah mengemukakan bahwa, 
perkembangan Islam di Indonesia mengalami transformasi tiga gelombang 
budaya besar yang masuk ke kepulauan Nusantara sepanjang sejarah. 
Gelombang pertama adalah gelombang budaya dan agama Hindu-Budha 
yang cukup lama mendominasi kehidupan keagamaan dan kerohanian di 
Nusantara. Pengaruh yang paling besar dengan masa yang cukup lama 
itu didukung oleh kerajaan-kerajaan yang berpusat di bagian Tengah 
dan Selatan Pulau Sumatera, dan Jawa bagian Tengah dan Timur. Bekas-
bekas rekap sejarah masih nampak dengan jelas atas pengaruh agama dan 
budaya di Indonesia sampai sekarang di Pulau Bali. Semuanya merupakan 
bentuk akulturasi agama dan budaya lokal.19

Setelah gelombang pertama, pengaruh Hindu–Budha ada pada 
perkembangan budaya lokal. Dua gelombang lain tampaknya sudah 
ditakdirkan untuk memainkan peran sejarah Indonesia modern, sesudah 
runtuhnya Hindu-Budha. Pasca runtuhnya gelombang Hindu-Budha 
yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, 
Kalimantan dan Sumatera, menjadi awal munculnya gelombang Islam dan 
Kristen. Islam lebih banyak memainkan peran perekonomian dengan cara 
berdagang, di samping menyebarkan agama di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat pribumi.20 

Hal ini berbeda dengan rekap sejarah Kristen ke Nusantara. 
Gelombang Kristen ke nusantara secara terang-terangan melakukan 
gerakan kristenisasi dengan dukungan negara-negara Barat yang diwakili 
oleh Portugis, Belanda dan Inggeris. Sebaliknya, gelombang Islam datang 
bersamaan dengan para pedagang-pedagang Muslim yang tidak mendapat 
dukungan dari negara-negara Islam di belakangnya. Akan tetapi, dengan 
kesantunan serta kerukunan antar pedagang Muslim, membuat penduduk 
pribumi tertarik dengan perilaku dan sikap pedagang Muslim Timur 

19 A.R. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi 
(Jakarta: Pensil 324, 2004), 257-258.

20 A.R. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam, 302-304.
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Tengah yang mampu membangun sikap aktualisasi dengan penduduk 
pribumi.21

Pada masa pra kemerdekaan, diskursus perdebatan Islam dan 
politik masuk dalam gerakan-gerakan nasionalisme untuk mewujudkan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tampak  lahirnya gerakan Serikat 
Islam (SI)—sebelumnya bernama Serikat Dagang Indonesia (SDI)—yang 
merupakan gerakan politik untuk menuntut propaganda menuju keutuhan 
kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan.22 Islam dan politik pada 
pra kemerdekaan melewati dualisme kondisi politik yang berbeda. Pada 
masa penjajahan Belanda, gerakan Islam politik pribumi sebagai ancaman 
kekuatan kolonialisme penjajah. Belanda menekan gerakan Islam dengan 
tidak melibatkan Muslim pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Konsekuensi Islam dan politik pada masa kolonialisme Belanda, berbeda 
dengan pada masa penjajahan kolonialisme Jepang.

Jepang berhasil membaca peta politik Islam, dengan mengadopsi 
peran politik Islam dalam masa pemerintahan Hindia-Belanda. Jepang 
memanfaatkan gerakan politik Islam pribumi untuk menjadi kekuatan 
kekuasaan dalam melancarkan misi penjajahan. Jepang menyadari 
hadirnya kekuatan gerakan politik Islam yang ada di dalam organisasi 
Muslim pribumi dengan berdirinya beberapa organisasi dan partai politik, 
yaitu : Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia 
(PII), Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan 
Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, 
Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan 
Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya.23

Pada transisi kemerdekaan, akumulasi gerakan politik Islam 
mempunyai peran politik yang berbeda pada masa dualisme 
pemerintahan—kolonialisme Belanda dan Jepang. Pasca Kemerdekaan 
1945, perdebatan politik Islam terjadi pada penentuan bentuk konstitusi 
bangsa Indonesia, antara pandangan “negara sekuler” atau “negara 
Islam”.24 Kedua pendapat itu terlihat  misalnya sebelum kemerdekaan 
dalam polemik antara kelompok Soekarno dengan kelompok Agus Salim. 

21 A.R. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam, 302-304.
22 M. Abdul Karim, Islam Dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi 

Perjuangan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005), 
27. Baca Sukron Kamil, Islam dan Politik: Islam dan Negara, Dakwah dan politik, HMI, Anti-
Korupsi, Demokrasi, NII, MII dan Perda Syariah (Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013), 4-5.

23 Harry J Benda, Bulan Sabit Dan Matahari Terbit:Islam Indonesia Pada Masa 
Pendudukan Jepang, terj. Daniel Dakhidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 216.

24 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Tranformasi Gagasan dan Praktik Islam di Indonesia 
(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, LSI dan Prenada Media Group, 2009), 5.
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Kemudian dengan M. Natsir di akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an. 
Diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI menghasilkan 
Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga terangkat kembali 
di dalam sidang-sidang konstitusi hasil Pemilu 1955 yang berakhir dengan 
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali pada norma-
norma konstitusi kenegaraan UUD 1945.25

Perkembangan politik Islam mengalami pengaruh yang sangat besar 
sampai pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan 
Orde Baru, sistem pemerintahan lebih menganut sistem politik otoriteristik 
dan militeristik.26 Kekuatan pemerintah rezim Soeharto mendapat 
dukungan penuh dari kontrol militer dan mampu menekan gerakan 
politik Islam yang dianggap mengancam kekuatan rezim. Kembalinya 
politik Belanda, pada politik Orde Baru menganggap gerakan politik Islam 
sebagai ancaman pemerintahan. Anggapan tersebut mengacu pada masih 
adanya faksi-faksi gerakan Islam yang menginginkan negara Indonesia 
menjadi negara Islam (teokrasi). 

Pemerintah Orde Baru melancarkan serangan penuh untuk 
menekan perkembangan politik Islam (depolitisasi Islam).  Dengan 
memberlakukan asas tunggal Pancasila. Kalangan umat Islam khususnya 
keluarga besar eks-Masyumi merasa sangat kecewa atas sikap dan 
kebijakan pemerintahan Orde Baru pada rentang tahun 70-an. Kebijakan 
politik Orde Baru telah melarang kehadiran kembali Masyumi, sementara 
Ali Moertopo dan kawan-kawan selaku invisible government melakukan 
rekayasa politik untuk mengubah status Sekretariat Bersama Golongan 
Karya (Sekber Golkar) sebagai partai politik dengan dukungan penuh 
ABRI dan birokrat. 

Hal lain yang patut dicatat adalah adanya selogan atau doktrin 
yang disiapkan Ali Moertopo dan kawan-kawan. Selogan tersebut selalu 
didengung-dengungkan di tengah masyarakat bahwa “politik Islam 
sangat membahayakan kelangsungan hidup Pancasila”, dengan selogan 
“Politik No, Pembangunan Yes.” Rakyat harus menjadi floating massa 
serta bagi pegawai negeri dan karyawan BUMN berlaku asas kesetiaan 
mutlak (monoloyalitas) kepada Golkar, bukan kepada Bangsa dan Negara. 
Diskurus Islam dan politik di Indonesia dari masa ke masa dibahas secara 
mendalam pada bab-bab berikutnya.

25 Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 306.
26 Istilah “otoriterisme militeristik” merupakan pengajawentahan dari sistem 

Demokrasi Terpimpin. Baca Hermawan Sulistyo, Lawan: Jejak-Jejak Jalanan Pasca Runtuhnya 
Soerharto (Jakarta: Pensil 324, 2010), 34-35.
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Pasca lengsernya Presiden Soeharto, pergulatan gerakan politik 
Islam di Indonesia semakin terbuka. Begitu terbukanya, munculah istilah 
“politisasi agama”. Tekanan politik Orde Baru selama 62 tahun, membuat 
agresifisme perkembangan dinamika politik Islam yang beraneka ragam. 
Mulai dari memasukkan politik Islam pada ranah kepartaian (PKB, PKS, 
PKU, PBB, PAN dan lain-lain)—partai Islam yang dibentuk pada transisi 
Orde Reformasi (Pemilu 1999)—dan organisasi non politik sampai pada 
sikap “politisasi agama” pada setiap pelaksanaan pemilu.27

Di samping sistem politik yang lebih terbuka, Orde Reformasi juga 
telah mengesahkan UU No. 21 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
menjadi landasan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menjalankan 
pemerintahan secara otonom (otonomi daerah/Otda). Kebijakan otonomi 
daerah merupakan tindak lanjut dari upaya untuk mengatasi kesenjangan 
ekonomi, politik dan sosial-budaya di tingkat daerah tanpa adanya 
campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan agar 
pemerintah daerah lebih tepat dalam mengambil kebijakan di tingkat 
daerah sesuai keputusan publik.28 Keputusan publik dapat diterima secara 
luas apabila; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 
langsung oleh rakyat sebagai wujud aspirasi politik masyarakat. Kedua, 
kebijakan publik disusun secara transparan. Ketiga, jelasnya akuntabilitas 
publik. Keempat, adanya pengawasan secara langsung atau tidak langsung 
melalui wadah aspirasi perwakilan rakyat.29 

27 Istilah politasi agama tidak hanya muncul dalam pusaran politik pasca Orde 
Baru. Pada kampanye akhir pemerintahan Orde Baru, politisasi agama sudah terjadi, 
antara lain, politik untuk menarik simpatisan dari partai lain. PPP partai yang notabennya 
didominasi ulama dan kalangan pesantren, menyampaikan dalam setiap kampanyenya 
dengan memanipulasi ayat-ayat Alquran yang menceritakan Adam dan Hawa menjadi 
ayat politik untuk menjatuhkan Partai Golkar (Golongan Karya) dari simpatisan muslim 
“jangan dekat-dekat pohon itu”. Di sisi lain, para ulama simpatisan PPP, mengeluarkan fatwa 
yang seakan-akan menjadi dasar hukum politik larangan orang Islam untuk memilih PDI 
(Partai Demokrasi Perjuangan). PDI dianggap sebagai partai yang didominasi kalangan 
nasionalis “abangan”.  Begitu juga, dengan “serangan” politik dari ulama yang “nekat” 
masuk dalam partai Golkar dan PDI. PPP dianggap partai yang menyebarkan fitnah 
politik, maka dihimbau untuk tidak memilih PPP, karena fitnah itu sangat dilarang dalam 
ajaran agama Islam “al fitnatu asyaddu minal qatli”.

28 Pada masa Orde Baru, daerah di tingkat provinsi di sebut daerah tingkat I dan 
daerah di tingkat kabupaten/kota disebut daerah tingkat II. Hal ini dihabus sesuai amanat 
Undang-Undang No. 22 Tahuan 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Di Indonesia terdapat 
tiga jenis sitem pemerintahan di tingkat provinsi; (1) provinsi “biasa”, (2) Daerah Istimewa 
dan (3) Daerah Khusus Ibu Kota. Setiap provinsi dikepalai Gubernur dengan sistem 
pemilihan langsung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta status Gubernur dijabat seorang 
raja dengan sistem alur politik monarki absolute.

29 Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU 
Usulan LIPI (Jakarta: LIPI Press, 2004), 42-45.
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Momentum pemilu tidak hanya penting bagi proses demokrasi, 
tetapi juga untuk proses pemerintahan masing-masing stakeholders yang 
bersinergi untuk mencapai tujuan bersama melalui sistem pemilihan 
langsung oleh rakyat. Salah satu tugas pemerintah dalam proses politik 
adalah menciptakan ruang yang kondusif dan fasilitatif bagi warganya 
agar dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya secara aman, damai 
dan toleran. Di sisi lain, masyarakat bertindak proaktif dengan melakukan 
pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses tersebut, 
sehingga tercapai tujuan demokrasi yang mengedepankan transparansi 
hak-hak civil society. 

Akan tetapi, selama ini penyelenggaran pemilu langsung, baik 
pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah di tingkat kabupaten dan 
kota sampai pada pemilihan kepala desa, masih terdapat permasalahan—
Daftar Pemilih Tetap (DPT), independensi lembaga penyelanggara pemilu 
(KPU, Panwaslu, Bawaslu dan KPPS), money politics—yang berujung pada 
sentimen antar kelompok dengan memainkan isu primordialisme untuk 
menjadi casing kepentingan politik individual atau kelompok. Hal ini yang 
terjadi di beberapa pemilukada hampir semuanya terdapat konflik sosial. 
Begitu juga dengan proses pemilihan yang terjadi pada Pemilukada DKI 
Jakarta pada tahun 2012.30

Pemilukada DKI Jakarta mempunyai kedudukan strategis secara 
nasional, baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Provinsi 
Jakarta merupakan pusat pemerintahan, memiliki bentuk otonomi 
yang khusus dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Kehidupan 
masyarakat Jakarta yang multikulturalisme dengan keaneka ragaman 
SARA dan penyetaraan pendidikan yang hampir pada level sarjana 
dengan kemapanan pada sektor pertumbuhan ekonomi, isu SARA masih 
menjadi pilihan dalam berpolitik. 

Begitu juga dengan pengalaman politik, Jakarta sudah mempunyai 
pengalaman melaksanakan pemilukada langsung yang kedua (2007 dan 
2012) selama disahkannya UU Otonomi Daerah. Pasangan Cagub dan 
Cawagub yang ikut dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, yaitu: (1) Fauzi 
Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), (2) Hendardji Soepandji-Ahmad 
Riza Patria  (Hendardji-Riza), (3) Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 
(Jokowi-Ahok), (4) Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (Hidayat-Didik), 
(5) Faisal Basri-Biem Benyamin (Faisal-Biem) dan (6) Alex Noerdin-Nono 

30 Asri Harahap, “Pemilukada DKI Jakarta: Barometer Resolusi Konflik”, Harian 
Umum Pelita, 11 Desember 2012, (diakses http://www.pelita.or.id/baca.php?id=34173 
11/12/12 10:34 PM).



398  JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I, No. 3, 2015

Sampono (Alex-Nono).31 Dalam pemilihan putaran pertama, pasangan 
Jokowi-Ahok unggul dengan perolehan 1.847.157 suara dan pasangan 
Foke-Nara dengan 1.476.648 suara.32 Hal ini yang mengantarkan pasangan 
Foke-Nara dan Jokowi-Ahok masuk dalam putaran kedua.

Pada putaran kedua yang diikuti pasangan Foke-Nara dan 
Jokowi-Ahok, banyak bermunculan isu SARA melalui khutbah-khutbah 
keagamaan, jejaring sosial; facebook, twitter, selebaran, SMS dan media 
komunikasi lainnya.33 Hasil laporan survei Indonesia Media Monitoring 
Center (IMMC), perkembangan isu SARA tertinggi terjadi pada masa 
kampanye pemungutan suara putaran kedua 11 Juli 2012. Hal ini juga 
dipertegas laporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah menemukan 
selebaran, SMS dan BBM, yang telah mendiskreditkan (black campaign) 
pasangan Jokowi-Ahok. 

Tingginya sumber daya manusia serta letak demografi Jakarta pada 
garis metropolitan dengan tingkat ekonomi dan industrialisasi yang 
semakin maju, isu SARA masih menjadi pilihan untuk menjatuhkan 
lawan politik (political opponents) sebagai langkah strategis meningkatkan 
elektabilitas kandidat di mata pemilih. Akan tetapi, konspirasi politik 
SARA yang terjadi dalam Pemilukada DKI Jakarta, berujung pada 
kekalahan Foke-Nara. Dimana tim sukses dan simpatisannya gencar 
mendapat serangan SARA kepada pasangan Jokowi-Ahok dengan 
dukungan mayoritas dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Dari segi kehidupan keagamaan, penduduk Jakarta mayoritas 
Islam dengan pemahaman agama yang memadai. Hal ini didasari dengan 
banyaknya perkembangan organisasi-organisasi keagamaan—Majlis 
Rasulullah, FPI, MUI, NU, Muhammadiyah, dan semacamnya. Mengapa 
isu SARA menjadi bumerang atas kekalahan Foke-Nara dan menjadi 
umpan balik terhadap kemenagan pasangan Jokowi-Ahok?

Kerangka demikian yang menjadi pemikiran awal untuk meneliti 
lebih jauh dinamika isu SARA dan politik yang berkembang dalam 
pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 dalam konteks politik Islam. 

31 Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Daftar Pasangan Calon Cagub Cawagub 
DKI Jakarta (Jakarta, KPU, 2012), 10-12.

32 Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihah 
Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2012 (Jakarta, KPU, 2012), 15-16.

33 Isu SARA yang terjadi dalam Pemilukada DKI Jakarta sudah terjadi sejak 
keikutsertaan Ahok sebagai pasangan Cawagub Jokowi. Akan tetapi, dinamika isu SARA 
paling sering muncul di permukaan publik melalui media cetak, sosial dan alat-alat peraga 
kampanye setelah pasangan Foke-Nara dinyatakan kalah dengan pasangan Jokowi-Ahok 
pada putaran pertama. Pada putaran kedua, destinasi isu SARA semakin besar apalagi 
bertepatan dengan bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1433 H (baca bab empat).
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Kemenangan Jokowi-Ahok merupakan potret dari dampak apatisme 
pemilih terhadap konspirasi SARA atau rasionalitas pemilih lebih condong 
pada kearifan konvensional (conventional wisdom).

Untuk memperoleh kesimpulan akademik yang mendalam terhadap 
isu tersebut, diperlukan penelitian lapangan (field research) dengan model 
wawancara tokoh, peneliti, akademisi, ketua ormas, tokoh masyarakat 
yang intens berkomentar terhadap isu SARA dan didukung dengan hasil 
laporan lembaga survei pada Pemilukada DKI. Baik melalu media massa, 
atau tulisan-tulisan yang dipadukan dengan menggunakan analisis data  
untuk mengetahui pola “isu SARA dalam pemilu era otonomi daerah 
studi atas Pemilukada DKI Jakarta 2012”, pada konteks efektivitas isu 
SARA untuk memobilisasi massa–memengaruhi rasionalitas pemilih—
pada masyarakat perkotaan modern.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga pertanyaan penelitian 
(research problem) yang semuanya terfokus pada penelitian ini. Pertama, 
bagaimana sikap pemilih perkotaan  dalam menyikapi isu SARA? Kedua, 
bagaimana proses terbentuknya sikap elektoral pemilih? Ketiga, bagaimana 
efektifitas isu SARA dalam memengaruhi rasionalitas pemilih?. 

Diskursus Politisasi Agama dalam Rational Choice Theory

Diskursus isu SARA atau yang sudah banyak dikaji pada sisi 
politisasi agama (politicization of religion) mengalami beberapa fase 
diskursus periodisasi. Mulai perdebatan akademik klasik sampai saat ini. 
Baik periodisasi yang digunakan sebagai pembatasan kajian atau lebih 
pada pendekatan perbandingan (comparative approach) antar periode.

 Banyak para kalangan akademik yang sudah memperdebatkan 
keeksisan pengaruh isu SARA di ruang publik. Dari perdebatan tersebut, 
menghasilkan kesimpulan penelitian yang berbeda-beda. Sebagai 
perbandingan literatur kajian akademik, perlu melihat “corak” penelitian 
yang sudah dilakukan para akademisi sebelumnya, sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan arah dan alur pikir penelitian. 

Pertama, Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam bukunya 
Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide telah membantah teori 
sekularisasi klasik yang dilahirkan pada abad ke-19 oleh Auguste Comte, 
Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan Sigmund 
Freud yang mengatakan, adanya pemudaran pengaruh agama dan 
mengalami disfungsi dalam masyarakat industri. Teori sekularisasi yang 
sangat dominan di dunia modern mengatakan bahwa, sepanjang abad 
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ke-20 keyakinan agama dianggap lenyap dan digantikan dengan kearifan 
konvensional.34

Norris dalam bukunya tersebut berusaha membantah teori 
sekularisasi klasik dengan memberikan kesimpulan bahwa, adanya 
hubungan agama dan politik yang masih relevan dalam memengaruhi 
semua lini kehidupan. Hal ini tampak dari semakin maraknya gerakan 
religiusitas di Amerika Serikat dengan banyak munculnya spiritualitas 
New Age di Eropa Barat, gerakan fundamentalis dan partai keagamaan 
di dunia Muslim, serta menyeruaknya konflik etno-religius di tingkat 
internasional.35

Apakah sekularisasi sudah tamat? Jawabnya, tidak. Namun 
demikian, teori lama tentang sekularisasi mesti ditinjau kembali 
dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang banyak 
menggantungkan pada kemajuan teknologi. Buku ini menyajikan 
kontroversi teori baru ihwal sekularisasi dengan dukungan fakta-
fakta dari hasil survei World Values Survei (WVS) terhadap hampir 80 
masyarakat di seluruh dunia. Karya Norris penting bagi siapa pun yang 
tertarik pada isu-isu agama, sosial, opini publik, perilaku politik, psikologi 
sosial, hubungan internasional, dan perubahan budaya.36

Kedua, Willie Gin dalam bukunya Jesus Q. Politician: Explaining 
the Politicization of Religion in the United States, Australia, and Canada 
merupakan karya akademik terbaik yang membuktikan kembali adanya 
gerakan politisasi agama di negara-negara sekuler. Penelitian tersebut 
mengambil studi kasus di Amerika Serikat, Australia dan Kanada, sebagai 
bentuk parameter untuk membuktikan keeksisan madzhab sekular. Willie 

34 Pippa Norris adalah ilmuwan politik dengan fokus kajian pada demokrasi dan 
pemerintahan, opini publik dan pemilu, komunikasi politik, dan jender. Saat ini, dia 
menjabat Direktur Democratic Governance Group di UNDP, Dosen di John F. Kennedy 
School of Government, Harvard University. Norris menulis lebih dari 30 buku, antara lain: 
Digital Divide and a Virtuous Circle (buku terbaik bidang komunikasi politik pada The Doris 
A. Graber Prize 2006); Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Marketplace (Camridge: 
Camridge University Press, 2005); dan beberapa buku lainnya. Ronald Inglehart adalah ilmuwan 
politik dari University of Michigan. Ia menekuni riset di bidang perubahan kultural. 
Profesor Inglehart kini menjabat Direktur World Values Survey, sebuah jaringan survei 
publik berskala internasional bagi ilmuwan sosial dengan perwakilan nasional di lebih 
dari 80 masyarakat dunia. Karya-karyanya, antara lain Modernization and Postmodernization 
(1997); Human Values and Beliefs (1998); Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change 
Around the World (2003); Islam, Gender, Culture, and Democracy (2004); Modernization, Cultural 
Change, and Democracy (2005).

35 Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics 
Worldwide (New York: Cambridge University Press, 2004), 36.

36 Pippa Noris dan Ronald Inglehart, Sacred and Secular, 45-47.
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mengungkapkan bahwa, kelompok Katolik dalam peran politik tidak 
lepas dari nilai-nilai agama sebagai legitimasi konseptual dan tindakan.37 
Tulisan ini membantah para akademisi yang berargumen sebaliknya 
yang mengatakan bahwa, sudah tidak ada hubungan antara agama dan 
politik di masa modern. Willie menegaskan, faksi fanatisme agama masih 
ada dalam tengah-tengah kehidupan negara sekular. Hal ini sebelumnya 
sudah menjadi perhatian terhadap munculnya faksi SARA dalam negara 
sekuler.38

Ketiga, David dan Lyman dalam bukunya Rediscovering the Religious 
Factor in American Politics berpendapat bahwa, pengaruh agama dan 
politik masih dominan dan tidak mengenal waktu. Pergolakan politik di 
Amerika yang mempercayai paham konstitusi sekularisme, agama masih 
menjadi incaran para pelaku politik dalam upaya pencitraan dan menjadi 
panggung untuk mendapatkan simpatisan rakyat. Terlihat pada poling-
poling lembaga survei di Amerika pada pemilihan presiden. Lembaga 
survei tersebut mengedarkan pertanyaan “apakah Jesus mendukung Obama 
atau Hillary Rodhan Clinton dalam Pilpres?”

Keempat, Danoye Ogunto dalam “Religion and Politics in A Pluralistic 
Society: the Nigerian Experience.”39 Pada kehidupan masyarakat Nigeria, 
agama dan politik mempunyai kepentingan diantara keduanya. Sebagian 
elit politik dan penguasa Nigeria, memainkan agama dalam ranah kebijakan 
politik dan pemerintahan. Perilaku sosio-politik menggambarkan bahwa 
hubungan agama dan politik di Nigeria berjalan secara harmonis dan 
saling memengaruhi diantara keduanya. Hubungan keduanya—agama 
dan politik—perjalan efektif akan tetapi keefektifan tersebut tergantung 
siapa yang akan memerankannya. Oleh karena itu, negara dan politik 
berkomunikasi secara positif walaupun negara bersifat pluralistik.40

37 Willie Gin, “Jesus Q. Politician: Explaining the Politicization of Religion in the 
United States, Australia, and Canada”, Working Paper the United States Studies Centre at the 
University of Sydney (October 2009): 24-30. Lihat David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 
Rediscovering the Religious Factor in American Politics, 3-4. Lihat Robert Trundle, “America’s 
Religion versus Religion in America: A Philosophic Profile”, Journal for the Study of Religions 
and Ideologis Vol. 11, no. 33 (2012): 4-5.

38 Willie Gin, “Jesus Q. Politician: Explaining the Politicization of Religion in the 
United States, Australia, and Canada”, Working Paper The United States Studies Centre at The 
University of Sydney, 34.

39 Danoye Ogunto, “Religion and Politics in A Pluralistic Society: The Nigerian 
Experience”, Journal Politics and Religion-Politologi Des Religions, Vol. II, No. 2 (2008): 123-
129. Lihat Hakim Onapajo, “Politics for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic 
Nigeria”, The Journal of Pan African Studies, Vol. 4, No. 9 (January 2012), 42-50.

40 Politisasi agama juga terjadi di Pakistan. Menurut Rana Aijaz Ahmad dan Abida 
Aijaz (2011) “Commercialization of Religion in Pakistan” menggambarkan tentang hubungan 
agama dan politik di dengan studi kasus negara Pakistan. Rana dan Abida; agama di Pakistan 
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Kelima, selain Danoye, Hakeem Onapajo juga meneliti dinamika 
hubungan agama dalam politik di Nigeria yang dibukukan dalam “Politics 
for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic Nigeria”, tulisan ini 
membuktikan kembalinya peran agama dalam memengaruhi perilaku dan 
ketetapan politik di Negeria. Hakeem juga menggambarkan bagaimana 
agama dan politik bersanding dalam mewujudkan perdamaian sebagai 
bentuk resolusi konflik komunal era Reformasi Nigeria. Falola (1998) 
mengatakan bahwa, fanatisme agama mendominasi setiap kehidupan 
masyarakat Nigeria, dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan politik 
pemerintahan. Akan tetapi, beberapa kesempatan, agama digunakan 
sebagai mobilisasi massa untuk kepentingan politik dan kekerasan pasca 
pemilu. Para tokoh dan lembaga agama memainkan peran untuk masuk 
dalam ranah politik. Pasca kerusuhan pemilu, lembaga agama mampu 
menjadi fasilitator perdamian dari pada menggerakkan konflik komunal.41

Di sisi lain, ada beberapa aktor akademik yang membantah adanya 
pengaruh dan fanatisme isu SARA dalam perkembangan dinamika politik 
modern, antara lain : pertama, Haidar Bagir “Islam dan Politik : Indonesia 
Menuju Demokrasi Yang Lebih Baik” dalam tulisan ini Haidar menyajikan 
perdebatan tentang Islam dan Politik; apakah keniscayaan menegakkan 
pemerintah merupakan kewajiban keagamaan ataukah suatu kebutuhan 
yang bersifat rasional? Menurut kaum Mu’tazilah dan Khawarij dalam 
alasan yang berbeda dan konsep yang sama bahwa, menegakkan 
pemerintah merupakan kewajiban keagamaan. Artinya, agama harus 
ikut campur dalam kebijakan pemerintah agar hasil dari kebijakan yang 
dikeluarkan atau ditetapkan sesuai dengan norma-norma agama Islam.42 
Berbeda dengan golongan Islam “ortodoks” seperti al-Mawardi, al-
Ghazali dan Ibn Taimiyah yang menyikapi perdebatan agama dan politik 
dalam kehidupan bernegara. Golongan Islam ortodoks lebih memandang 

digunakan dipolitisasi dan dikomersialkan untuk melegitimasi kekuasaan penguasa. Rana 
dan Abida memakai judul “komersialisasi” agama, karena sebagian tokoh agama “menjual 
belikan” agama sebagai legitimasi partai politik. Akuntabilitas kelas penguasa adalah 
satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan Pakistan pada menguatkan pondasi 
kenegaraan di masa depan. Dengan dikte-dikte nilai-nilai agama akan menguatkan 
kondisi sosial-budaya, politik dan ekonomi Pakistan seperti halnya; Kingdome Arab Saudi 
dan Malaysia.  Rana Aijaz Ahmad dan Abida Aijaz, “Commercialization of Religion in 
Pakistan,” Journal American International Journal of Contemporary Research, Vol. 1, No. 2 
(September 2011): 186-189.

41 Hakeem Onapajo, “Politics for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic 
Nigeria”, the Journal of Pan African Studies, vol.4, no.9, January 2012, 57-58. Lihat J.D.Y Peel, 
“The Politicisation of Religion in Nigeria Three Studies,” Journal of the International African 
Institute, vol. 4, no. 66 (May 1996) 23-25.

42 Haidar Bagir, “Islam dan Politik: Indonesia Menuju Demokrasi Yang Lebih Baik”, 
Jurnal, al-qurba vol 2 (2011): 1-13.
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bahwa penegakan pemerintah tidak diperlukan sebuah konsep agama 
akan tetapi lebih bersifat rasional (kebutuhan).

Kedua, Steve Bruce dalam God is Dead: Secularization in the West 
mengemukakan bahwa, perkembangan kehidupan modern yang 
mengarah pada industrialisasi membawa pada perubahan sosial (social 
changes) yang serentak. Perubahan tersebut membuat agama kurang 
menarik dan kurang masuk akal dibandingkan dengan masa post-modern. 
Bruce menekankan adanya kebangkitan kembali teori sekularisai yang 
seperti halnya diungkapkan Max Weber dalam The Protestant Ethic and 
the Spirit of capitalism (1904) dan Economic and Society (1933). Sekularisasi 
merupakan sebuah proses yang panjang. Paradigma sekularisasi bukanlah 
sebuah konsep yang sederhana. Bruce menjelaskan proses sekularisasi itu 
dimulai dari reformasi protestan lalu turun kepada relativisme, pembagian 
dalam bagian-bagian dan kebebasan pribadi (privatization).43

Ketiga, Robert Audi dalam bukunya Religious Commitment and Secular 
Reason menjelaskan bahwa, sekularisme diturunkan atas tiga prinsip, yaitu 
: kebebasan (libertarian), kesetaraan (equality), dan netralitas (neutrality). 
Prinsip netralitas menegaskan bahwa, negara harus mengambil sikap 
tidak memihak pada konsekuensi nilai-nilai agama dalam menjalankan 
roda-roda pemerintahan. Implikasinya, jika negara mengutamakan atau 
mengadopsi suatu agama tertentu (di antara beragam agama) untuk 
mengatur kehidupan bernegara, berarti negara itu telah melanggar satu 
prinsip dasar sekularisme. Inilah “politisasi agama”, yang dianggap 
menyimpang dari prinsip sekuler. Karena agama memang harus 
dipisahkan dari urusan politik.44

Dalam kajian ini peneliti lebih cenderung pada kesimpulan penelitian 
Bruce, Robert dan Haidar yang lebih mengemukaan arti sekularisasi 
yang lebih luas dengan adanya kebangkitan kembali teori sekulerisasi 
modern. Sekulerisasi dalam arti yang lebih luas, sebuah konsepsi sosial 
terhadap politisasi SARA dalam setiap pemilu dan lebih pada dominasi 
kearifan konvensional—bentuk konkrit dari keberhasilan kinerja calon 
kepala daerah—dalam menentukan pilihan rasional. Dikuatkan dengan 
munculnya teori sisi permintaan (demand side theories), ketika masyarakat 
terindustrialisasi, maka perilaku-perilaku religius perlahan akan terkikis, 
dan publik akan menjadi acuh tak acuh terhadap seruan spiritual.45

43 Steve Bruce, God is Dead. Secularization in the West (Oxford: Blackwell, 2002), 75-80.
44 Robert Audi, Religious Commitment and Secular Reason (United  Kingdom: 

Cambridge University Press, 2000), 45-57.
45 Lihat pippa noris 1 hal. 8.
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Rational Choice Theory dalam Kerangka Keilmuan Modern

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori pilihan rasional (rational choice theory).46 Teori pilihan rasional 
pertama dipopulerkan James Coleman pada akhir tahun 1980an dengan 
mendirikan Jurnal Rationality and Society. Pada tahun 1990 Coleman 
membukukan pemikirannya dalam Foundations of Social Theory.47 Gaya 
pemikiran Coleman banyak dipengaruhi tentang teori Durkheim tentang 
faktor sosial sebagai penentu perilaku individu. 

Pendekatan ini memunculkan cara-cara realistis dalam politik, 
seperti voting yang dilakukan dalam proses politik, metode-metode yang 
dilakukan secara lebih statis. Menurut penganut pandangan teori pilihan 
rasional, inti dari politik adalah individu sebagai aktor penting dalam 
dunia politik. Karena manusia (pemilih) adalah individu yang rasional, 
maka ia selalu memberikan hak-hak rasional sebagai pilihan dan ia pun 
mempunyai keharusan untuk menentukan pilihan sebagai upaya untuk 
memengaruhi isu sosial (social issue).48

Pemilih dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, 
prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Struktur 
pemilih yang demikian terdapat pada tingkat sosial masyarakat moderat 
dan elit. Pilihan politik yang mereka ambil bukanlah karena faktor 
kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan 
yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang 
dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya. Dengan 
pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas 
alternatif-alternatif yang ada pada pilihan yang terbaik dan yang paling 
menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (self interest) maupun 
untuk kepentingan umum.49

46 Sebenarnya Teori Pilihan Rasional diadopsi oleh ilmuwan politik dari ilmu 
ekonomi. Karena didalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil-kecilnya untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

47 James S. Coleman, Foundations of Social Theory (Harvard: Harvard University 
Press, 1990), 78-79.

48 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), 72.
49 Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono, dan 

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), 146.
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Bagan 1.1.
Struktur Sosial Masyarakat dalam Pendekatan Pilihan Rasional50

Pengaruh isu yang ditawarkan bersifat situasional (tidak permanent) 
terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum, 
dan keamanan khususnya yang kontekstual dan dramatis. Sementara itu, 
dalam menilai seorang kandidat terdapat dua variabel yang harus dimiliki 
oleh seorang kandidat. Variabel pertama adalah kualitas instrumental 
yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat 
apabila ia kelak menang dalan pemilu. Variabel kedua adalah kualitas 
simbolis yaitu kualitas kepribadian kandidat yang berkaitan dengan 
integrasi diri, ketegasan, kejujuran, kewibawaan, kepedulian, ketaatan 
pada norma dan aturan dan sebagainya.51

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan menggali data dari lapangan—studi kasus penelitian melalui 
wawancara narasumber penelitian dan inventarisasi laporan-laporan 
lembaga survei yang berhubungan dengan judul penelitian.

Logika Elektoral vs Isu SARA

Penguatan isu-isu primordialisme dalam kehidupan berpolitik, 
merupakan bentuk dari kemunduran sistem politik di era demokrasi 
partisipatoris. Gaya politik tersebut lebih pada sistem politik yang  
menafsirkan bahwa proses politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. 
Paradigma itu telah menghilangkan aspek edukasi dalam berpolitik bagi 
pemilih (voter). Lasswell dalam bukunya Psychopathology and Politics 

50 Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior, 148.
51 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (Bandung: CV. Remaja Karya, 

1997), 45-50.
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mengatakan bahwa, orientasi politik lebih banyak diartikan “siapa 
mendapat apa, kapan dan bagaimana (who gets what, when and how).”52 
Gaya politik Lassweelian ini tepat untuk menggambarkan dinamika 
politik yang berkembang pada era reformasi.53 

Komunikasi politik dengan mengangkat isu SARA tidak hanya 
terjadi di Indonesia. Akan tetapi juga terjadi di negara-negara dengan 
modernitas peradaban sosio-politik yang lebih maju dan modern. Isu 
SARA memang tidak dapat dengan mudah dipisahkan dalam dinamika 
politik. Sebagian masih mempercayai bahwa isu SARA sebagai konten 
dalam komunikasi politik dan bahan untuk melakukan “pendekatan” 
atau “penyerangan” terhadap lawan politik. Namun pada kenyataannya, 
setiap kandidat atau elit politik di ruang publik akan berupaya terlihat 
menentang isu SARA. Akan tetapi di tingkat praksis, pengedepanan isu 
ini kerap dan tetap dilakukan, baik dengan atau tanpa sepengetahuannya. 
Situasi ini nampak seperti fenomena “junk food”, yang kerap dikritik 
namun dalam praktiknya tetap menjadi makanan yang digandrungi di 
berbagai belahan dunia. 

Keterlibatan dan kebangkitan isu SARA hingga kini tetap menjadi 
komoditas politik. Bahkan di negara-negara sekuler seperti Amerika 
Serikat maupun Prancis, isu primordialisme mulai bangkit pada ruang 
publik. Berkaca pada Pemilihan Presiden Amerika Serika 2008, Barack 
Obama kerap dicecar oleh lawan-lawan politiknya karena latar belakang 
primordial, yang diperparah dengan nama tengahnya “Hussein”. 
Sementara di Prancis, adanya kekhawatiran berlebihan akan potensi 
kekuatan kaum imigran yang berpotensi meracuni “keadiluhungan” 
budaya dan jati diri asli Prancis. Kekhawatiran tersebut menyebabkan 
sebagian politisi menjadikan isu makanan halal, menara masjid, hingga 
masalah higienistas pendatang Afrika, sebagai komoditas politik. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Front National (FN) pimpinan Klan Le 
Pen.54 

Dalam konteks keindonesian, demokrasi tidak serta-merta 
menghapuskan sentimen SARA dalam kehidupan berpolitik. Kajian Baladas 
Ghoshal menunjukkan bahwa, berlangsungnya sistem demokratisasi 
justru akan menguatkan persoalaan sentimen primordialisme—yang dulu 
ditutup rapat dengan cara-cara opresif dan represif oleh rezim otoriter—

52 Harold D. Lasswell, Psychopathology and Politics (Chicago: University of Chicago 
Press, 1930), 65.

53 Harold D. Lasswell, Psychopathology and Politics, 89.
54 Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics 

Worldwide (New York: Cambridge University Press, 2004), 36.
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terbuka kembali dan menimbulkan efek negatif dalam era keterbukaan 
dinamika politik. Munculnya kembali isu SARA pada pelaksanaan 
Pemilukada DKI Jakarta juga menjadi salah satu bukti efek suram dari 
sistem demokrasi partisipatoris di era kebijakan otonomi daerah. Hal ini 
mengingatkan bahwa DKI Jakarta merupakan parameter kebijakan politik 
nasional.

Tumbangnya Isu SARA dalam Masyarakat Modern

Dalam ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, terdapat tiga provinsi yang mendapat kebijakan 
otonomi khusus, yaitu: Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat. Provinsi 
DKI Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa yang dahulu dikenal 
dengan nama Sunda Kelapa (sebelum-1527), Jayakarta (1527-1619), 
Batavia/Batauia, Jaccatra (1619-1942) dan Jakarta (1942-sekarang). Di 
dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town.55 Wilayah 
DKI Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²). Pada 
2012 penduduk DKI Jakarta berjumlah 9.761.407 jiwa dengan rasio jenis 
kelamin (sex ratio) 106,15 (lihat tabel 4.1).56

Jika ditinjau dari segi agama kepercayaan, penduduk DKI Jakarta 
yang memeluk agama Islam mencapai 8.200.796 dengan jumlah tempat 
peribadatan mencapai 67.21 persen. Sementara jumlah penduduk yang 
memeluk Kristen Protestan mencapai 724.232 dengan jumlah tempat 
peribadatan mencapai 22.92 persen. Lalu pemeluk Kristen Katolik 
mencapai  303.295 dengan jumlah peribadatan 1.03 persen dan agama 
lainnya (lihat tabel 4.2).57

55 Sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. 
Pada 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah 
walikota ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat Satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. 
Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. 
Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. 
Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Lihat Travel Indonesia Guide 
– How to appreciate the ‘Big Durian’ Jakarta”. Worldstepper-daworldisntenough.blogspot.
com. 8 April 2008. Diakses 27 April 2010. Lihat 

56 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, 2012.
57 Jakarta dalam Angka 2010.
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Tabel 4.1.
Populasi Penduduk DKI Jakarta pada Tahun 201258

Grafik 4.1.
Etnis Penduduk DKI Jakarta 201259

58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, 2012.
59 Data Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, 2012.
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Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Pada Kepercayaan Agama60

Kab/Kota Islam Kristen Katholik Hindu Budha KHC Jumlah

Kepulauan 
Seribu 21,009 24 3 6 0 0 21,082

Jakarta Selatan 1,896,152 97,872 44,549 4,736 11,970 443 2,062,232

Jakarta Timur 2,416,360 190,137 57,330 4,511 12,312 603 2,693,896

Jakarta Pusat 752,465 76,784 30,195 3,481 29,035 538 902,973

Jakarta Barat 1,803,612 205,112 103,681 2,792 160,291 2,458 2,281,945

Jakarta Utara 1,311,198 154,303 67,537 4,838 103,919 1,292 1,645,659

Jumlah 8,200,796 724,232 303,295 20,364 317,527 5,334 9,607,787

Sebagai pusat ibu kota Indonesia, Jakarta mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam memegang kendali pembangunan (politik, ekonomi 
dan sosial-budaya) bagi kebutuhan nasional.61 Dengan kemajuan di 
sektor pendidikan yang hampir 65 persen dari penduduk DKI Jakarta 
sudah menamatkan pendidikan wajib 9 tahun (SD, SMP dan SMA) dan 
14.46 persen berpendidikan sarjana (lihat tabel 4.3). Kemajuan di sektor 
pendidikan akan berdampak pada pertumbuhan sumber daya manusia 
yang kompetitif.

Kemenangan PKS pada awal pemilihan langsung di Jakarta, 
memberikan koreksi terhadap meningkatnya pengaruh eksistensi nilai-
nilai agama di tengah-tengah masyarakat modern. Penduduk DKI Jakarta 
merupakan pemilih rasional dengan tingkat pendidikan masyarakat 
yang memadai dan kemajuan informasi yang ditunjang melalui akses-
akses teknologi. Artinya, kemenangan PKS di Jakarta pada Pemilu 2004, 
merupakan bentuk eksistensi dan revitalisasi politik Islam di tengah-
tengah masyarakat yang plural dan moderat.62 Sejak PKS didirikan 
oleh aktivis kampus dan menjadi peserta pemilu, sudah mempunyai 

60 Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik DKI Jakarta.
61 Gerry Van Klinken dan Henk Schulte (ed), Politik lokal di Indonesia (Jakarta: 

Yayasan Obor, 2007), 54-55.
62 Sebagian praktisi politik mengatakan, bahwa Pemilu 2004 adalah potret demokrasi 

setelah melewati masa transisi reformasi (Pemilu 1999). Lihat Burhanudin Muhtadi, Dilema 
PKS: Suara dan Syariah (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 34-35.



410  JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I, No. 3, 2015

ladang simpatisan pemilih rasional, misalnya; kader-kader organisasi 
kemahasiswaan yang berideologi Islam.63

Pada Pemilu 2004, di DKI Jakarta yang kebanyakan pemilihnya 
rasional, lebih memandang bahwa pada masa Orde Baru partai 
yang berasaskan nasionalisme dinilai gagal dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Bentuk konkritnya adalah, melihat tingginya angka KKN 
(korupsi, kolusi dan nepotisme) pada masa pemerintahan Presiden 
Soeharto dengan kendaraan politik Partai Golkar—partai yang berasaskan 
nasionalis-pancasila.

Di sisi lain, partai-partai baru telah membaca peluang politik pasca 
lengsernya Presiden Soeharto dengan menawarkan “partai bersih anti 
korupsi.” Hal ini dinilai efektif untuk menarik simpatisan pemilih yang 
rasional dan sebagai identitas kalau bukan dari kelompok partai Orde 
Baru. PK (sebelum menjadi PKS) melalui jaringan dakwah kampus 
menjadikan jargon “partai bersih anti korupsi” di setiap lini politiknya. Di 
samping itu, PKS juga membidik kelompok-kelompok sosial menengah 
ke bawah yang merasakan dampak dari konspirasi politik Orde Baru 
yang berdampak pada krisis moneter 1997-1998.64

Pada Pemilu 1999, sebagaimana daerah-daerah lainnya, suara 
pemilihan di Jakarta dimenangi oleh PDI Perjuangan. Kemenangan PDIP 
di DKI Jakarta, yang sebelum merupakan basis pemilih dan simpatisan 
Partai Golkar, tidak bisa dipertahankan pada Pemilu 2004.65 Bahkan 

63 Peran politik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) lebih moderat dan sekular. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS dan sebelumnya hanya Partai Keadilan “PK”) memainkan partai politik yang 
berasaskan Islam dan berbasis massa muslim. Hal ini sejalan dengan perjuangan HTI dan 
KAMMI dalam menhalan roda pergerakan kampus. PKS, lewat bidang Kepanduan dan 
Olahraga yang berada sejajar dengan bidangt teritorial dan badan-badan lainnya di bawah 
presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai 
“sayap partai” yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, 
organisasi pemuda Gema Keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia 
Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS). Lihat  Rahmat, Imdadun, 
Ideologi politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (Jakarta: LKiS Pelangi Aksara, 
2008). Lihat  Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political 
Change in Egypt (New York: Columbia University Press, 2002), 176.

64 Burhanuudin Muhatadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 45.
65 Kejayaan Partai Golkar pada masa Orde Baru, manifestasi dari politik Presdien 

Soeharto. Beberapa penelitian tentang masa-masa kejayaan Partai Golkar menyimpulkan, 
bahwa kemenangan Partai Golkar pada pemilu sebelum era reformasi—ada kekuatan 
struktural di dalam pemerintahan Soeharto sampai pada tingkat kelurahan atau desa 
dengan menggunakan politik struktural birokrasi. Mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota 
sampai Kepala Desa mempunyai amanat untuk memenangkan Partai Golkar, sebagian 
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pada Pemilu 1999 hampir di seluruh daerah yang sebelumnya menjadi 
lumbung simpatisan Partai Golkar beralih dengan kemenangan partai 
lain. Perubahan geopolitik terjadi pada Pemilu 2004. 

Iklim politik nasional dan Jakarta mengalami perubahan. Sebutan 
Jakarta sebagai barometer nasional mulai diragukan saat itu karena Partai 
Golkar yang menang secara nasional, di Jakarta hanya berada di urutan 
keempat dengan perolehan 332.003 (8.2 persen) suara. Sedangkan urutan 
pertama ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 
941.684 suara (23.34 persen), Partai Demokrat 812.884 (20.15 persen) dan 
PDI Perjuangan 543.239 (13.4 persen) [lihat grafik 4.3].

Grafik 4.3.
Data Perolehan Partai Politik pada Pemilu 2004 di Provinsi DKI Jakarta66

Kekuatan PKS dengan 22.32 persen mampu menjadi roda politik 
Adang Darajatun-Dani Anwar sebagai kendaraan tunggal tanpa membangun 
koalisi dengan partai lainnya. Pada Pemilukada 2007, PKS menjadi musuh 
bersama (common enemy) saat mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani 
Anwar sebagai Cagub dan Cawagub yang berhadapan dengan Fauzi 
Bowo (Foke) dan Prijanto. Foke dan Prijanto membangun koalisi dengan 20 
partai politik (Partai Demokrat (20.23 persen), PDIP (14.02 persen), Golkar 
(9.16 persen), PPP (8.16 persen), PAN (7.03 persen), PDS (5.34 persen), 

menyebut dengan gerakan “kuningisasi”. Baca Wimanjaya K. Liotohe, Prima Dosa Golkar: 
Memang Golkar Layak Bubar (Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, 2001, 67-68. David Reeve, 
Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System (Oxford: Oxford University Press, 1985, 
45.

66 Laporan Rekapitulasi KPU DKI Jakarta, 2004.
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PBR (2.90 persen), PBB (1.45 persen), maupun PKPB (1.83 persen dan 
partai non-parlemen lainnya) yang mengatasnamakan “koalisi Jakarta.”67 
Sintesa bahwa PKS sebagai common enemy seolah menemukan justifikasi 
paling nyata selama pelaksanaan pemilukada.68 Dalam pemungutan suara 
Pemilukada DKI Jakarta 2007, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memperoleh 
2.109.511 suara dan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh 
1.535.555 dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 3.737.469 dan agka 
golput 1.981.002 (lihat grafik 4.4 dan tabel 4.5).

Grafik 4.4.
Rekapitulasi Pemilukada DKI Jakarta 200769

Pada Pemilukada 2007, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melangsir 
laporan survei yang menunjukan 70 persen kecewa kepada pasangan 
Sutiyoso-Foke atas banjir yang melanda Jakarta. Sedangkan 90 persen 
kecewa karena kemiskinan meningkat, dan 80 persen kecewa karena 
naiknya angka pengangguran. Sementara Adang Daradjatun tidak terlalu 
dikenal prestasinya saat menjabat Wakapolri karena sebagian besarnya 
bertugas dibidang intelijen Polri sehingga memang tak terlalu dikenal. 

67 Burhanuudin Muhatadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 45.
68 Detik.com, 13 Partai Koalisi Jakarta Resmi Calonkan Fauzi Bowo-Prijanto http://

news.detik.com/read/2007/06/01/101554/788033/10/13-partai-koalisi-jakarta-resmi-
calonkan-fauzi-bowo-prijanto?nd992203605 (diakses, 15/9/2013, 5:00 AM). Peryataan 
sikap dukungan dan penandatangan MoU dukungan kualisi untuk Fauzi Bowo Sambil 
proses penandatanganan dilakukan, teriakan-teriakan “Hidup Fauzi Bowo” membahana di 
lapangan Tugu Proklamasi, berbalasan dengan yel-yel “Hidup”. Acara kemudian ditutup 
dengan pembacaan doa oleh beberapa kyai dari NU dan partai-partai pendukung Koalisi 
Jakarta. “Ya Tuhan, berkatilah pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, supaya memenangkan 
Pemilukada ini,” ujar seorang kyai.

69 Diolah dari rekapitulasi hasil akhir KPU DKI Jakarta, 2007.
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PKS sempat memberi penjelasan terhadap pencalonan Adang, “memang 
tidak ada orang yang suci, no body perfect.”70

Keputusan PKS mengusung Adang yang merupakan anggota 
kepolisian diharapkan mempunyai ketegasan dalam upaya mereformasi 
birokrasi pemerintahan DKI Jakarata yang lebih baik dalam menghadapi 
masalah perkotaan yang dihadapi. Misalnya; banjir, kemacetan, 
kemiskinan, pengangguran dan masalah perkotaan lainnya. Sedangkan 
Dani Anwar adalah mantan ketua fraksi PKS di DPRD, yang mempunyai 
gagasan perjuangan pendidikan gratis.71 

Tabel 4.5.
Partisipasi Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta 200772

Dinamika yang terjadi dalam proses Pemilukada 2007, tak lepas 
dari sikap koalisi Jakarta yang menganggap PKS sebagai common enemy.73 
Regulasi politik terus berubah pada Pemilukada 2012. Seperti pemilukada 
sebelumnya, bahwa kekuatan partai politik dalam Pemilukada 2012 diukur 
dari sejauhmana eksistensi partai politik dalam memperoleh simpatisan 
pemilih pada pemilu legislatif 2009. Pemilu 2009, Partai Demokrat (PD) 
memperoleh 36.40 persen suara, PKS 19.11 persen suara, PDI-P 11.63 
persen suara dan Partai Golkar 6.46 persen suara (lihat tabel 4.6). Perbedaan 

70 Laporan Lembaga Survei Indonesia, 2007.
71 Burhanuudin Muhatadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 49.
72 BPS DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2012, 2012.
73 Burhanuudin Muhatadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 58.
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tersebut, tampak dari sikap pemilih Jakarta yang sudah lebih banyak 
belajar dari kinerja partai-partai parlemen—partai religion maupun 
nasionalis—pada pemilu sebelumnya. Sikap pemilih juga mencerminkan 
tidak adanya pengaruh dengan partai-partai yang berasaskan agama atau 
berbasis massa agama. Hal ini tampak pada tingginya isu agama dengan 
kuatnya koalisi partai agama tidak mampu mendongkrak simpatisan 
pasangan kepala daerah yang diusungnya. 

Tabel 4.6.
Empat Besar Partai Pemenang Pemilihan Legislatif 2009 di DKI Jakarta (%)74

Pada Pemilukada DKI Jakarta 2012, terdapat enam pasangan dari 
koalisi partai dan independen dengan latar belakang agama dan etnis 
yang berbeda, yaitu: Pertama,Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (dengan 
sebutan Foke-Nara) dukungan partai : Partai Demokrat, Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa (PMB), 
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Kedua, Hendardji Soepandji-
Ahmad Riza Patria (Hendardji-Riza), calon independen.

Ketiga, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dengan 
dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai 

74 BPS DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2012, 2012.
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Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Keempat, Hidayat Nur Wahid-Didik 
J. Rachbini (Hidayat-Didik) dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) sebagai pengusung tunggal. Kelima, Faisal Batubara-Biem Triani 
Benjamin (Faisal-Biem) melalui jalur Independen (Calon Perseorangan). 
Keenam, Alex Noerdin dan Nono Sampono (Alex-Nono) yang didikukug 
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai 
Sejahtera (PDS) dan beberapa partai non-parlemen.

Perbedaan agama dan etnis dari pasangan kepala daerah tersebut, 
membangkitkan kembali isu SARA, seperti halnya yang terjadi di daerah-
daerah lain, misalnya Papua. Demokrasi dengan kemajuan dinamika 
politik, ekonomi dan sosial-budaya, masih menjadikan isu primordialisme 
sebagai hal yang sakral dalam berpolitik. Semestinya tidak terbatas 
hanya politik, isu SARA juga terjadi pada sisi perekonomian dan lain 
sebagainya.75 Akan tetapi, dengan hadirnya kandidat dari etnis Tionghoa, 
menjadi bantahan atas hipotesis sebagian orang yang menyatakan masih 
adanya diskriminasi politik terhadap etnis minoritas (lihat tabel 4.7).76

Tabel 4:7
Komposisi Etnis Kanndidat Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta 2012 (Putaran I)

No Kandidat Etnis Agama

1
Fauzi Bowo Betawi Islam

Nachrowi Ramli Betawi Islam

2
Hendarji Supandji Jawa Islam

Ahmad Riza Patria Banjar Islam

3
Joko Widodo Jawa Islam

Basuki Tjahya Purnama Tionghoa/Cina Kristen

4
Hidayat Nurwahid Jawa Islam

Didik Junaidi Rachbini Madura Islam

5
Faisal Basri Batak Islam 

Biem Benjamin Betawi Islam 

6
Alex Noerdin Tionghoa Islam 

Nono Sampono Madura Islam 

[ket: nama pasangan kandidat yang diberi huruf tebal (bold) merupakan 
pasangan yang lolos pada putaran kedua]

75 Misalnya; konflik sosial-ekonomi antara muslim pribumi dengan etnis Cina di 
Kudus pada tahun 1918. Baca Masyhuri, Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudur 
Tahun1918 (Jakarta: Pensil 324, 2006).

76 Masyhuri, Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudur Tahun1918. 98.
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Keterlibatan dua kandindat (Hendardji-Riza dan Faisal-Biem) dari 
jalur perseorangan (independent) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, 
memberikan arti tersendiri terhadap pemahaman politik masyarakat 
serta menjadi pembeda dengan pemilukada sebelumnya (2007). Dengan 
hadirnya calon independen, masyarakat semakin mempersempit ruang 
koalisi partai dan memberikan ruang kepercayaan terhadap kandidat 
secara langsung. Dukungan kepada calon independen berupa penyerahan 
sukarela foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dukungan 
pendaftaran bagi calon perorangan.77

Dalam pelaksanaannya, Pemilukada DKI Jakarta 2012 tidak lepas 
dari sentimen dan kembalinya isu SARA dalam ranah politik. Sentimen 
tersebut terjadi karena Ahok yang merupakan wakil dari Jokowi beragama 
kristen dan keturunan etnis Tionghoa. Komunikasi politik dengan 
mengangkat kembali isu SARA menuai pro dan kontra di kalangan 
masyarakat Jakarta. Terlebih dari kampanye SARA yang dipandang 
negatif, atau upaya lain untuk menjadikan kandidat kepala daerah yang 
didukung berbeda dengan kandidat lainnya. Pelaksanaan pemilukada 
tidak selesai pada putaran pertama dan berlanjut pada putaran kedua 
sebagai babak penentu. Pelaksanaan pemilukada putaran kedua yang 
diselenggarakan pada 20 September 2012 dan diikuti oleh pasangan Foke-
Nara dan Jokowi-Ahok. Peta dukungan politik pun mengalami perubahan. 

Peta dukungan partai politik pun mengerucut pada pasangan Foke-
Nara. Dimana secara resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
mengalingkan dukungannya dan tergabung dalam koalisi pasangan 
Foke-Nara. Pada putara perta Partai Golkar dan PPP menjadi kendaraan 
politik Alex-Nono dan PKS sebagai kendaraan politik Hidayat-Didik. 
Merapatnya tiga partai tersebut karena Foke mempunyai hubungan baik 
dengan DPP Golkar dan PPP sebagai rival koalisi PD di tingkat nasional. 
Alasan tersebut berbeda dengan PKS. Dukungan PKS kepada Foke-Nara 
karena dianggap keduanya merupakan kandidat yang seagama (muslim). 
Pertimbangan politik PPP mendukung Foke-Nara dalam putaran kedua 
selain karena sama-sama partai koalisi di tingkat nasional, juga Foke 
yang merupakan pengurus DPW NU DKI Jakarta mempunyai kedekatan 
dengan PPP sama-sama dari golongan Nahdliyin (lihat grafik 4.5). 

Bergabungnya tiga partai tersebut menambah kekuatan pasangan 
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang semula mendapat dukungan dari 
partai politik utama yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional 

77 Wawancara Ridwan Saidi (Budayawan dan Tokoh Betawi di DKI Jakarta), 32 
Agustus, 2013.
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(PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat 
(Partai Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa 
(PMB) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Sementara pasangan 
Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama masih dengan kekuatan partai 
pendukung utama yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

Bagan 4.1.
Alur Dukungan Partai Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta 

pada Putaran Kedua78

Beberapa lembaga survei, di antaranya: Lembaga Survei Indonesia 
[LSI], Indo Barometer, Media Survei Nasional [Median] dan Jaringan 
Survei Indonesia [JSI], telah memprediksi bahwa pasangan Foke-Nara 
akan mendapat suara yang signifikan dibandingkan Jokowi-Ahok. 
Prediksi tersebut pastinya berdasarkan kekuatan partai politik Foke-Nara. 
Namun, dibalik kekuatan koalisi politik Foke-Nara, PDIP dan Gerindra 
telah membangun kekuatan dengan mengangkat nilai-nilai kefiguran yang 
memang menjadi aspirasi masyarakat perkotaan-moderat. Memainkan 
gaya komunikasi face to face (verbal maupun non-verbal) atau yang lebih 
populer dengan sebutan blusukan. Pasangan Jokowi-Ahok memainkan 

78 Diolah dari perbagai sumber, di antaranya; LSI, Kompas, Indopos, Koran Jakarta 
dan lain-lain.
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politik dengan pendekatan kelompok masyarakat pinggiran dan kumuh 
yang jarang disentuh partai koalisi Foke-Nara.79

Meskipun tidak menjadi ukuran yang sangat valid, setidaknya 
Pemilukada Provinsi DKI Jakarta menjadi parameter elektabilitas figur 
politik yang tengah memberikan dukungan kepada kandidat. Figur-
figur politik utama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, 
M. Jusuf  Kalla, Anas Urbaningrum, M Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, 
Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan 
Ishaq, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra, Sutiyoso dan lainnya.

Pemilukada DKI Jakarta memberi efek media relation yang sangat 
masif terhadap seluruh dinamika politik dengan menjadi penilaian 
masyarakat terhadap figur-figur politik yang tengah membangun 
elektabilitas politik nasional. Terlihat dari dukungan koalisi partai politik 
yang mendukung Joko Widodo, PDI-P dan Partai Gerindra yang hanya 
memiliki 17 persen suara pada Pemilu 2009. Akan tetapi Jokowi mampu 
mendulang suara pada putaran kedua sebesar 45.52 persen.80 Sangat jauh 
dengan yang terlihat pada prosentase yang didapat Hidayat Nur dan Alex 
Noerdin. Hidayat Nur Wahid ternyata hanya mendapat sekitar separuh 
dukungan partai sedangkan Alex Noerdin hanya mendapat 35 persen 
dukungan partai yang mengusungnya.81

Pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta, Partai Demokrat 
mendapatkan 35.03 persen suara dan PKS memperoleh 18.39 persen 
suara. Tetapi pada Pemilihan Gubernur DKI 2007, terlihat bahwa massa 
18.38 persen dari Pemilu 2007, hanya 9.75 persen suara yang memilih 
pasangan Hidayat-Didik diusung PKS. Melihat dari perolehan suara 9.75 
persen, berarti hanya ada 53 persen dari massa PKS pada Pemilu 2009 
yang memilih pasangan Hidayat-Didik. Yudi Widiana (Ketua DPP Partai 
Keadilan Sejahtera) berpendapat bahwa, dalam Pemilukada DKI Jakarta 
2012, pemilih di Jakarta lebih tertarik pada sosok kepribadian (personality) 
kandidat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (misalnya; 
keagamaan, kesukuaan atau keetnisan).82 

Padahal seperti yang diketahui masyarakat secara umum, Hidayat 
Nur Wahid adalah Pendiri PKS dan dapat dikatakan sebagai ikon PKS 

79 Wawancara Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani “LIMA” di Jakarta), 24 
Maret, 2013.

80 Rekaputulasi KPU DKI Jakarta, diakses dari website resmi http://kpujakarta.
go.id (diakses 25/10/13, 9:47 PM)

81 Husin Yazid, Kenapa Foke & Jokowi? Data dan Analisa Putaran Pertama Pilkada DKI 
Jakarta : Berebut Kursi Jakarta Satu (Jakarta: Firdaus, 2012), 34-35.

82 Wawancara Yudi Widiana (DPP PKS di Jakarta), 24 Maret, 2013.
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seperti halnya Megawati di PDIP atau Susila Bambang Yudhoyono 
di Partai Demokrat. Jadi kesimpulan kader atau konstituen memilih 
personal calon merupakan alasan yang lemah karena sudah seharusnya 
Hidayat Nur Wahid sebagai figur utama dan memiliki sosok  personal 
calon  yang akan  dipilih massanya. Pada putara pertama Pemilukada DKI 
Jakarta pasangan Jokowi-Ahok memperoleh 1.847.157 suara mengungguli 
pasangan lainnya (lihat tabel 4.8).

Tabel 4.8
Perolehan Suara Penghitungan KPU Dalam Pemilukada 2012

(Putaran Pertama)83

No Calon Kepala Daerah Perolehan Suara

1 Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 1.476.648 (33,57 persen)

2 Hendarji Supandji-Ahmad Riza Patria 85.990 (1,98 persen)

3 Joko Widodo- Basuki Tjahya Purnama 1.847.157 (42,6 persen)

4 Hidayat Nurwahid-Didik Junaidi Rachbini 508.113 (11,72 persen)

5 Faisal Basri-Biem Benjamin 215.935 (4,98 persen)

6 Alex Noerdin-Nono Sampono 1.643  (4,67 persen)

Kesimpulan

Pada pelaksaan Pemilukada DKI Jakarta 2012, secara statistik 
kesimpulan penelitiannya Marcus dan Mackuen terbukti, bahwa kecemasan 
tidak terkait langsung dengan pilihan politik. Akan tetapi, pemilih yang 
merasa cemas cenderung melihat kembali informasi-informasi kampanye 
terlebih dahulu sebagai sumber pertimbangan. Kebanyakan para pakar atau 
pengamat politik yang menjadi referensi wawancara dalam penelitian ini, 
menggolongkan pemilih di Jakarta merupakan pemilih rasionalitas. 

Di lain pihak, emosi antusias justru akan memantabkan pilihan 
politik pemilih terhadap kandidat tertentu. Tema perubahan akan “Jakarta 
Baru” yang dikampanyekan Jokowi-Ahok melalui iklan politik, games 
dan flashmob ternyata mampu memancing kecerdasaan dan antusiasme 
pemilih Jakarta dalam menentukan sikap pemilih pada putaran kedua. 
Hal ini pastinya sikap pemilih lebih memandang nilai-nilai kefiguran 

83 Hasil Rekapitulasi KPU DKI Jakarta, 2012.
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(kearifan konvensional) dari pada isu SARA yang tambah membuat 
kecemasan dan menimbulkan umpan balik (feedback) terhadap rasionalitas 
pemilih dan membangun citra negatif yang berdampak pada rusaknya 
citra politik dirinya sendiri (self destruction).
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